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ABSTRACT

The advancement of information technology has triggered a new economic culture through
cryptocurrency. In Indonesia, differing viewpoints between Bank Indonesia and the Ministry
of Trade regarding the definition of cryptocurrency have influenced regulatory patterns. This
research aims to analyze normative juridical aspects in the regulation of cryptocurrency in
Indonesia. Using a normative legal research method, this research traces laws and regulations
that are related. The research findings indicate that these definition differences impact policy-
making and legal implications. This study provides insights into the challenges of regulatory
harmonization and lays the foundation for solutions towards comprehensive regulation.
Keywords: Cryptocurrency, Economy, Legal Implications, Regulation

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah memicu budaya ekonomi baru melalui mata uang kripto.
Di Indonesia, perbedaan pandangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan
mengenai definisi mata uang kripto telah mempengaruhi pola pengaturan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis normatif dalam regulasi mata uang kripto di
Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelusuri undang-
undang dan peraturan yang terkait. Hasil penelitian mengindikasikan perbedaan definisi ini
berdampak pada pembuatan kebijakan dan implikasi hukum. Penelitian ini memberikan
wawasan tentang tantangan harmonisasi regulasi dan memberikan landasan untuk solusi
menuju pengaturan yang komprehensif.

Kata Kunci: Ekonomi, Implikasi Hukum, Mata Uang Kripto, Regulasi

A. PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital, kemajuan teknologi informasi telah mengubah paradigma
ekonomi dan masyarakat secara mendalam. Salah satu fenomena yang menonjol adalah
munculnya mata uang kripto sebagai alternatif dalam transaksi ekonomi (Rohman, 2021). Mata
uang kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum, telah memberikan peluang baru dalam hal
fleksibilitas transaksi, namun juga memunculkan tantangan baru dalam aspek regulasi dan
hukum (Magnuson, 2018). Di Indonesia, perhatian terhadap mata uang kripto semakin
meningkat, seiring dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan kerangka kerja yang
memadai untuk mengatur fenomena ini.

Tantangan yang muncul dalam mengatur mata uang kripto di Indonesia dapat dilihat dari
perbedaan definisi dan pandangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan. Bank
Indonesia memandang mata uang kripto sebagai uang digital yang tidak sah sebagai alat
pembayaran, sedangkan Kementerian Perdagangan memandangnya sebagai aset digital yang
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dapat diperdagangkan pada bursa berjangka. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan tentang
legalitas, perlindungan konsumen, serta dampak ekonomi dan sosial dari mata uang kripto.

Penelitian sebelumnya telah mencoba mengatasi isu-isu ini, seperti penelitian oleh Yohandi
et al. (2017) yang menganalisis implikasi hukum penggunaan mata uang kripto terhadap
stabilitas keuangan nasional. Begitu juga, studi oleh Rahardja et al. (2020) mengkaji potensi
penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi bisnis menggunakan mata uang kripto.
Meskipun riset ini memberikan pandangan yang berharga, masih terdapat kebutuhan untuk
menganalisis lebih mendalam perbedaan pandangan lembaga regulator dalam konteks yuridis
normatif dan implikasinya pada pengaturan mata uang kripto di Indonesia.

Dalam upaya menghadapi perbedaan pandangan dan tantangan dalam mengatur mata uang
kripto, penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi dan koordinasi antara lembaga-
lembaga terkait, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan. Temuan penting dari
penelitian ini adalah bahwa perbedaan definisi yang ada dapat berdampak pada pola pengaturan
yang berbeda, seperti pengakuan legalitas mata uang kripto sebagai alat pembayaran atau aset
digital. Selain itu, penelitian ini mendorong pemikiran baru yang mengarah kepada pendekatan
kolaboratif dalam mengatasi konflik kebijakan yang mungkin muncul.

Pendekatan baru yang diusulkan dalam penelitian ini adalah melalui adopsi pendekatan
fleksibel yang memungkinkan pengaturan berdasarkan karakteristik yang berbeda dari setiap
jenis mata uang kripto. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat peluang integrasi mata uang
kripto dalam metaverse dan dampaknya pada bidang hukum dan ekonomi. Melalui pendekatan
ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat memadukan pandangan dari berbagai aspek dan
pemangku kepentingan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis normatif terhadap
regulasi atau kebijakan mata uang kripto di Indonesia. Dengan menggali pandangan dan
panduan dari undang-undang serta peraturan yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan definisi yang
mempengaruhi pola pengaturan mata uang kripto. Dari hasil analisis, penelitian ini juga
berusaha menyusun rekomendasi untuk solusi yang dapat mendukung harmonisasi kebijakan
dan pengaturan yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang berarti dalam merumuskan pedoman hukum yang sesuai dengan
perkembangan mata uang kripto di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis
normatif yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka hukum yang memiliki korelasi
dengan permasalahan (Efendi & Ibrahim, 2018). Analisis dilakukan terhadap undang-undang
dan peraturan terkait mata uang kripto di Indonesia sebagai sumber data sekunder. Data diambil
melalui penelusuran literatur dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan fokus
pada analisis kualitatif terhadap hukum yang ada. Teknik analisis melibatkan identifikasi
perbedaan pandangan dan penyusunan argumentasi hukum berdasarkan perundang-undangan
yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perbedaan Pandangan Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan Terhadap
Definisi Mata Uang Kripto

Dalam aspek pertama penelitian ini, perbedaan interpretasi antara Bank Indonesia dan
Kementerian Perdagangan mengenai definisi mata uang kripto menjadi fokus utama. Bank
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Indonesia cenderung menganggap mata uang kripto sebagai alat tukar ilegal yang berpotensi
merusak stabilitas keuangan nasional, sebagaimana yang tercermin dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 20/6/PB1/2018. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan lebih cenderung
melihat mata uang kripto sebagai potensi baru untuk pertumbuhan ekonomi, terutama dalam
perdagangan internasional.

Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Dalam
aturan ini, ada perubahan definisi yang menarik perhatian. Istilah "uang digital™ untuk uang
kripto digantikan dengan "komoditas". Aset kripto menjadi "Subjek Kontrak Berjangka yang
diperdagangkan di Bursa Berjangka™ (pasal 1). Kemudian, peraturan ini diikuti oleh Peraturan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 yang
mengatur teknis perdagangan aset kripto di Bursa.

Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam pembuatan kebijakan yang konsisten dan
seimbang, serta dampak hukum yang berpotensi beragam. Kekaburan definisi menghambat
pengambilan keputusan yang tepat dalam mengatur mata uang kripto dan mempengaruhi
pandangan masyarakat terhadap kelegalan dan penggunaan mata uang kripto (Addinanto,
2019). berikut adalah empat poin penting yang relevan dengan perbedaan pandangan Bank
Indonesia dan Kementerian Perdagangan mengenai definisi mata uang kripto:

1. Keamanan dan Stabilitas Keuangan
Bank Indonesia cenderung memiliki pandangan kritis terhadap mata uang kripto karena
potensi dampak negatifnya terhadap keamanan dan stabilitas keuangan nasional. Mereka
mengkhawatirkan penggunaan mata uang kripto dapat memberikan celah bagi aktivitas
ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena transaksi dalam mata uang
kripto dapat sulit dilacak. Pandangan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga
integritas sistem keuangan negara dan melindungi masyarakat dari risiko-risiko yang
terkait dengan mata uang kripto.
2. Potensi Ekonomi dan Inovasi
Kementerian Perdagangan, di sisi lain, cenderung melihat potensi ekonomi dan inovasi
yang terkait dengan mata uang kripto. Mereka memandang bahwa teknologi blockchain

yang mendasari mata uang kripto dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi di

berbagai sektor. Kementerian ini melihat peluang baru dalam perdagangan internasional

dan transaksi lintas batas yang dapat ditingkatkan melalui penggunaan mata uang kripto.

Pandangan ini tercermin dalam semangat untuk mendorong adopsi dan pengembangan

mata uang kripto sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional.

3. Regulasi dan Pengawasan
Perbedaan pandangan juga muncul dalam hal regulasi dan pengawasan mata uang
kripto. Bank Indonesia lebih cenderung untuk mengadvokasi pendekatan yang ketat dalam
mengatur mata uang kripto, termasuk menerapkan larangan terhadap penggunaan dan
perdagangan mereka. Mereka percaya bahwa regulasi yang ketat diperlukan untuk
melindungi masyarakat dan sistem keuangan. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan
cenderung untuk merumuskan kerangka regulasi yang lebih inklusif dan mendukung
pertumbuhan sektor mata uang kripto. Pandangan ini mencerminkan upaya untuk
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi tanpa mengorbankan keamanan.
4. Keterbukaan terhadap Teknologi Baru
Pandangan Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan juga mencerminkan
pendekatan yang berbeda terhadap teknologi baru secara umum. Bank Indonesia mungkin
lebih konservatif dan cenderung waspada terhadap adopsi teknologi yang belum teruji

98



Jurnal Serambi Hukum
Vol 15 No 02 Tahun 2022
e-1SSN: 2549-5275
p-1SSN: 1693-0819

sepenuhnya. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan mungkin lebih terbuka terhadap
eksperimen dan adopsi teknologi baru yang memiliki potensi untuk mengubah paradigma
ekonomi dan perdagangan. Perbedaan pandangan ini menciptakan dinamika yang
menantang dalam upaya mencapai konsensus dalam regulasi mata uang kripto di Indonesia.
Konflik antara pandangan keamanan dan pertumbuhan ekonomi, serta perbedaan
pendekatan regulasi, membutuhkan dialog dan kolaborasi yang mendalam antara Bank
Indonesia dan Kementerian Perdagangan untuk mencapai pengaturan yang seimbang dan
efektif.

2. Harmonisasi Regulasi dan Solusi Menuju Pengaturan Komprehensif

Aspek kedua penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi dalam mengatasi
perbedaan pandangan ini. Meskipun perbedaan interpretasi dapat memberikan pandangan yang
beragam, harmonisasi menjadi langkah krusial untuk mencapai pengaturan yang komprehensif
dan berkelanjutan terkait mata uang kripto. Sistem pengaturan mata uang di Indonesia dapat
dilihat pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Menurut undang-undang tersebut, uang memiliki makna sebagai representasi simbolik dari
kedaulatan negara yang perlu dihormati dan menjadi kebanggaan bagi seluruh warga negara
Indonesia. Dalam peraturan ini, uang kripto dengan berbagai ragamnya secara tegas tidak
tergolong sebagai uang atau mata uang. Berbagai jenis uang kripto tersebut tidak memiliki
dasar hukum untuk berperan sebagai alat transaksi di Indonesia. Karena itulah, Bank Indonesia,
selaku bank sentral yang bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat terhadap sistem
perbankan, menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI1/2016 yang mengatur
pemrosesan transaksi pembayaran, termasuk penggunaan uang kripto yang disebut sebagai
mata uang virtual. Pengembangan kerangka regulasi yang komprehensif dapat membantu
meredakan ketidakpastian dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan
ekonomi dan inovasi di sektor mata uang kripto (Noorsanti et al., 2018). Adapun langkah yang
dapat dilakukan adalah:
1. Kolaborasi Institusi Terkait

Harmonisasi regulasi dalam pengaturan mata uang kripto dapat dicapai melalui
kolaborasi yang erat antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan. Institusi-
institusi ini perlu memahami kepentingan masing-masing dan menciptakan platform dialog
yang terbuka. Dalam konteks ini, forum diskusi yang melibatkan regulator, akademisi, dan
pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi kesenjangan pandangan dan
merumuskan pendekatan yang seimbang. Kolaborasi merupakan hal yang penting untuk
menciptakan kerangka regulasi yang mencakup aspek keamanan, pertumbuhan ekonomi,
dan perlindungan konsumen (Arbina & Putuhena, 2022).

2. Merumuskan Definisi yang Jelas dan Konsisten Mengenai Mata Uang Kripto.

Solusi untuk harmonisasi regulasi dapat dimulai dengan merumuskan definisi yang
jelas dan konsisten mengenai mata uang kripto (llyasa. 2019). Bank Indonesia dan
Kementerian Perdagangan perlu menyepakati definisi yang menggambarkan secara akurat
sifat mata uang kripto, apakah sebagai aset, alat tukar, atau bentuk lainnya. Definisi yang
jelas akan membantu menghindari kebingungan di kalangan masyarakat, pelaku pasar, dan
institusi terkait, serta memfasilitasi pembuatan kebijakan yang lebih tepat.

3. Kerangka Regulasi Inklusif

Solusi yang mengarah pada pengaturan komprehensif harus mencakup kerangka
regulasi yang inklusif. Hal ini berarti merumuskan aturan yang memungkinkan inovasi dan
pertumbuhan sektor mata uang kripto tanpa mengabaikan perlindungan konsumen dan
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stabilitas keuangan (Makarov & Schoar, 2021). Bank Indonesia dan Kementerian
Perdagangan perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan
merancang langkah-langkah pengawasan yang sesuai. Regulasi harus memberikan
panduan yang jelas terkait lisensi, pelaporan, pajak, dan aspek-aspek lainnya yang
berkaitan dengan mata uang kripto.

Dengan kolaborasi yang kuat, definisi yang konsisten, dan kerangka regulasi yang
inklusif, Indonesia dapat mengatasi perbedaan pandangan dalam mengatur mata uang
kripto. Solusi yang ditemukan akan menciptakan lingkungan hukum yang jelas dan stabil
bagi para pelaku pasar, masyarakat, dan pemerintah, serta mendukung pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa perbedaan definisi mata uang kripto antara Bank
Indonesia dan Kementerian Perdagangan memiliki dampak signifikan terhadap pembuatan
kebijakan dan implikasi hukum di Indonesia. Harmonisasi regulasi menjadi kunci dalam
memastikan pengaturan yang seimbang dan berkelanjutan terkait mata uang kripto, serta
memberikan landasan untuk solusi yang dapat menguntungkan seluruh aspek ekonomi dan
masyarakat Indonesia.

D. PENUTUP
1. KESIMPULAN

Perbedaan pandangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan mengenai
definisi mata uang kripto telah menggambarkan kompleksitas dalam pengaturan mata uang
kripto di Indonesia. Pandangan yang berbeda terhadap aspek keamanan, pertumbuhan
ekonomi, regulasi, dan teknologi baru menciptakan tantangan dalam pembuatan kebijakan
yang konsisten dan seimbang. Ketidakpastian yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan ini
dapat berdampak pada masyarakat dan pelaku pasar serta menghambat pengambilan keputusan
yang tepat dalam mengatur mata uang kripto.

2. SARAN

Untuk mengatasi perbedaan pandangan yang ada, disarankan agar Bank Indonesia dan
Kementerian Perdagangan meningkatkan kolaborasi dan dialog antara kedua belah pihak.
Kerjasama yang erat akan membantu merumuskan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif
dalam mengatur mata uang kripto. Selain itu, perlu adanya upaya untuk merumuskan definisi
yang jelas dan konsisten mengenai mata uang kripto, sehingga dapat menghindari kebingungan
dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Pada saat yang sama, diperlukan pengembangan
kerangka regulasi yang seimbang, yang mempertimbangkan keamanan, pertumbuhan
ekonomi, dan perlindungan konsumen. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan
lingkungan hukum yang jelas, stabil, dan kondusif bagi perkembangan sektor mata uang kripto
di Indonesia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
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